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PROFIL BADAN PUBLIK 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVINSI BALI 

 

1. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali 

Sesuai dengan Pergub Provinsi Bali Nomor 102 Tahun  2016 

disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Balimempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Komunikasi,  Informatika, Statistik dan Persandian 

yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas 

dekonsentrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan 

Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistika 

dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi,Informatika, Statistik dan 

Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi; 

c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan 

Statistik dan Persandian; 

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; 

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sesuai dengan Peraturan GubernurBali Nomor 102 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dijabarkan  

sebagai berikut:  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Bali; 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Gubernur adalah Gubernur Bali; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali; 

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali; 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas 

adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali; 

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali; 

9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali; 

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali; 

11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali; 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil 

Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 
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BAB II 

URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

 

Pasal 2 

Kepala Dinas mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyeleggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, 

informatika, statistik dan persandian; 

e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi dibidang 

komunikasi, informatika, statistik dan persandian, meliputi 

pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, 

infrakstruktur, data elektronik, tata kelola pemerintahan elektronik dan 

statistik; 

f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan 

provinsi dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta 

pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang komunikasi, 

informatika, statistik dan persandian; 

h. menyelenggarakan pengembangan dibidang komunikasi, informatika, 

statistik dan persandian; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar 

negeri dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; 

j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan 

provinsi dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; 

k. melaksanakan kehumasan; 
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l. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/pengendalian 

tugas dibidang infrastruktur teknologi informasi; 

m. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/pengendalian 

tugas dibidang manajemen sistem informasi; 

n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional 

pranata kehumasan dan pranata komputer; 

o. melaksanakan publikasi, pelayanan intoemasi dan pendokumentasian 

kegiatan kebijakan Pemerintah Daerah; 

p. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap 

Pemerintah Daerah; 

q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan klarifikasi 

sikap masyaarakat terhaap pelaksanaan kebijakan Pemerintah 

Daerah; 

r. mengelola media cetak dan elektronik; 

s. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan 

dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika; 

t. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan 

dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dibidang komunikasi 

dan informatika; 

u. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan usaha 

pos, telekomunikasi dan  informatika; 

v. memberi dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 

w. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan  pengadministrasian 

Dinas; 

x. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 
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(LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

lingkup Dinas; 

y. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksanaan 

lingkup Dinas; 

z. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan 

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan 

dan hibah/bantuan sosial dibidang komunikasi, informatika, statistik 

dan persandian; 

aa. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai 

bidang komuniasi, informatika, statistik dan persandian sebagai 

bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 

bb. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non 

perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

cc. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; 

dd. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  14 
 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 3 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan pengkaian program kerja Sekretariat dan Dinas; 

b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat; 

c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

d. menilai prestasi kerja bawahan; 

e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan 

teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, 

yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; 

f. menyelenggarakan perenncanaan dan pelaporan; 

g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi 

penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan Dinas; 

h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi 

pegusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, 

pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai 

Dinas; 

i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan ddan 

pengukuran beban kerja; 

j. menyelenggarakn pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, 

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, 

keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas; 

k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan Dinas; 

l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan 

pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; 

m. memverifikasi hasil audit komunikasi publik; 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  15 
 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi 

komunikasi publik; 

o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran 

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas; 

p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut 

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; 

q. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan 

rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 

bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikai, 

informatika statistik dan persandian; 

r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

s. mengkoordinasikan proses perizinan/non perizinan untuk 

disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non 

perizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; 

u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Sub Bagian Keuangan. 

 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 

Pasal 5 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; 

b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub 

Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 

untuk disampaikan kepada Sekretaris; 

f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat; 

g. melaksanakan urusan rumah tangga; 

h. melaksanakan administrasi Pegawai ASN; 

i. penatausahaan barang milik daerah; 

j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur 

organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban 

kerja; 

k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, 

kehumasan dan keprotokolan; 

l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  17 
 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. 

 

(2) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub 

Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; 

e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada 

sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada 

Sekretaris; 

f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing 

bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Sekretaris; 

g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama 

(IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja, serta 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas; 

h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. 
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(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; 

e. melaksanakan penatausahaan keuangan; 

f. melaksanakan pengawasan keuangan; 

g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. 

 

 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Pengelolaan Informasi 

 

Pasal 6 

 (1)Bidang Pengelolaan Informasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; 

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan 

bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

e. menilai prestasi kerja bawahan; 

f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan 

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris; 
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g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan 

tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. merumuskan kebijakan teknis informasi publik; 

i. mengkoordinasikan kebijakan informasi publik; 

j. melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi 

publik; 

k. mengkoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan 

instansi terkait; 

l. mengkoordinasikan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan 

daerah; 

m. mengkoordinasikan pengemasan ulang konten nasional menjadi 

konten  daerah; 

n. mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi media internal; 

o. mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan 

melalui media Pemda dan Non Pemda; 

p. mengkoordinasikan di Bidang pengelolaan informasi dan media 

publik; 

q. menyusun rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik; 

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik; 

s. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 
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Pasal 7 

(1) Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri atas: 

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; 

b. Seksi Layanan Informasi Publik; 

c. Seksi Media Publik. 

 

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

Pasal 8 

(1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik,mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 

untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 

informasi publik; 

g. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan informasi publik; 

h. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan informasi 

publik; 

i. menyiapkan bahan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan 

daerah; 

j. menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional 

menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu 

publik; 

k. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik; 
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l. menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemda dan 

Non Pemda; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan 

informasi publik; 

n. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh 

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(2) Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 

untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi 

publik; 

g. menyusun bahan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan 

informasi publik; 

h. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi 

publik; 

j. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat 

dengan instansi terkait; 

k. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di 

lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian 

layanan informasi; 
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l. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data 

informasi publik; 

m. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh 

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.  

 

(3) Seksi Media Publik, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik; 

g. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi 

kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda berdasarkan strategi 

komunikasi; 

h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan 

pemberdayaan media publik; 

i. menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota; 

j. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media 

Pemda dan Non Pemda; 

k. menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal; 

l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik; 

m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  23 
 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Komunikasi Publik 

 

Pasal 9 

(1) Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; 

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan 

bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

e. menilai prestasi kerja bawahan; 

f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan 

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris; 

g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan 

tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan opini publik; 

i. melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik; 

j. mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan opini publik; 

k. membina dan mengembangkan strategi komunikasi publik; 

l. melaksanakan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi 

publik; 

m. mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan sumber daya dan 

lembaga komunikasi publik; 

n. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi 

publik; 

o. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 
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q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

 

Pasal 10 

(1) Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, membawahi : 

1. Seksi Pengelolaan Opini Publik; 

2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; 

3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik. 

 

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang . 

 

Pasal 11 

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik; 

g. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis isu publik; 

h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik; 

i. menyusun hasil kajian isu publik di media; 

j. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan citra 

pemerintah daerah; 

k. melaksanakan monitoring isu publik lintas sektoral di media massa 

dan media sosial; 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  25 
 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini 

publik; 

m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(2) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya 

komunikasi publik; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber 

daya komunikasi publik; 

h. menyiapkan bahan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber 

daya komunikasi publik; 

i. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya 

komunikasi publik di masyarakat; 

j. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di 

bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber daya 

komunikasi publik; 

l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 
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n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi 

publik; 

g. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan hubungan 

kelembagaan lintas sektoral; 

h. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga 

komunikasi pemerintah; 

i. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi 

komunikasi publik; 

j. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga 

pemantau media/lembaga konsumen media; 

k. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) 

Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi 

Pusat; 

l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang kemitraan 

lembaga komunikasi publik; 

m. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID) Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan 

Komisi Penyiaran Indonesia; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan 

komunikasi publik; 
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o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Jaringan Komunikasi 

 

Pasal 12 

(1)Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; 

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan 

bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

e. menilai prestasi kerja bawahan; 

f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan 

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris; 

g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan 

tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. menyusun pedoman dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur TIK, pusat data dan pusat pemulihan data serta 

penerapan system dan teknologi keamanan data; 

i. menyusun kebutuhan dan konfigurasi infrastruktur dan keamanan 

Teknologi Informasi; 

j. memberikan pertimbangan standarisasi teknis dan melaksanakan 

koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengembangan, 

pemeliharaan, keamanan infrastruktur teknologi informasi; 

k. menyusun standarisasi sistem dan konfigurasi perangkat jaringan, 

pusat data dan sistem pengamanannya; 
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l. melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka 

perumusan dan standarisasi meta data pemerintah; 

m. mewujudkan big data pemerintah Provinsi Bali; 

n. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan 

informasi, walidata dan kebijakan; 

o. melaksanakan layanan interoperabilitas layanan interkonektivitas 

layanan publik dan kepemerintahan; 

p. melaksanakan Layanan Pusat Application Program Interface (API); 

q. melakukan survey, identifikasi, inventarisasi dan merumuskan desain 

data pemerintah dan system integrasinya agar berhasil guna dan 

berdaya guna baik yang telah, sedang maupun yang akan dikelola 

oleh setiap SKPD; 

r. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan serta pemanfaatan data pemerintah pada setiap SKPD; 

s. pengawasan dan pembinaan pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi; 

t. mengkoordinasikan proses perizinan/non perizinan untuk 

disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non 

perizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

 

Pasal 13 

(1) Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik, membawahi : 

a. Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

b. Seksi Layanan Manajemen Data; 

b. Seksi Layanan Keamanan Data; 
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(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  

 

Pasal 14 

(1) Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan dan 

pemeliharaan infrastruktur TIK; 

g. melakukan pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur TIK; 

h. melaksanakan pengelolaan kebijakan konfigurasi jaringan; 

i. melaksanakan pengelolaan media transmisi data; 

j. merencanakan dan menyiapkan infrastruktur data center, Disaster 

Recovery Center& sarana pendukung TIK dalam mendukung 

implementasi e-government; 

k. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan 

Networkk Operasional Center (NOC);  

l. menyediakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet dilingkungan Pemerintah Provinsi  Bali; 

m. memberikan pelayanan, bimbingan teknis pengembangan dan 

pemeliharaan infrastruktur TIK pada setiap komponen e-government; 

n. melakukan pengawasan dan pembinaan pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi; 
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o. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan analisis terhadap 

pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK; 

p. melakukan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan 

rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada 

Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(2) Seksi Layanan Manajemen Data, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan 

manajemen data pemerintah; 

g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD, dalam rangka 

perumusan dan standarisasi meta data pemerintah; 

h. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan 

informasi, walidata dan  kebijakan; 

i. melaksanakan layanan interoperabilitas dan layanan interkonektivitas 

layanan publik dan kepemerintahan; 

j. melaksanakan Layanan Pusat Application Programm Interface (API); 

k. melakukan survei, identifikasi, inventarisasi dan merumuskan desain 

data pemerintah dan sistem integrasinya agar berhasil guna dan 
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berdaya guna, baik yang telah, sedang maupun yang akan dikelola 

oleh setiap SKPD; 

l. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan serta pemanfaatan data pemerintah pada setiap SKPD; 

m. melakukan monitoring serta evaluasi pengelolaan data pemerintah 

pada setiap SKPD; 

n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; 

 

(3) Seksi Layanan Keamanan Data, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengamanan infrastruktur, 

data center, aplikasi e-government, data base dalam penerapan 

teknologi informasi; 

g. melaksanakan pengamanan infrastruktur, data center, aplikasi e-

government, data base dalam penerapan teknologi informasi; 

h. memberikan pelayanan, bimbingan teknis pengamanan infrastruktur, 

data center, aplikasi e-government, data base dalam penerapan 

teknologi informasi; 

i. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan Security Operational 

Centre (SOC); 
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j. menjamin keamanan transaksi data pemerintah yang wajib diberi 

pengamanan optimal; 

k. melaksanakan audit, evaluasi, pengawasan dan analisis terhadap 

pelaksanaan pengamanan infrastruktur, data center, aplikasi e-

government, data base dalam penerapan teknologi informasi; 

l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

 

Bagian Keenam 

Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik 

 

Pasal 15 

(1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, mempunyai tugas  : 

 

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; 

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan 

bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

e. menilai prestasi kerja bawahan; 

f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan 

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris; 

g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan 

tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. menyusun pedoman dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tata 

Kelola Pemerintahan Elektronik, pengembangan system elektronik 

dan pemberdayaan TIK serta persandian dan keamanan informasi; 
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i. menyusun, menganalisa dan mengembangkan tata kelola teknologi 

informatika yang mendukung system dan prosedur teknologi 

informatika yang berhasil guna dan berdaya guna; 

j. melaksanakan koordinasi terkait dalam rangka perumusan Tata 

Kelola Pemerintahan Elektronik; 

k. merumuskan desain sistem otomatisasi dan bisnis proses re-

engeneering; 

l. membangun, mengembangkan dan memelihara layanan sistem 

informasi/aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

m. memberikan pertimbangan teknis dan melaksanakan koordinasi 

dengan SKPD terkait dalam rangka pengembangan, pemeliharaan, 

pemutakhiran aplikasi dan  data pemerintah; 

n. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan 

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pengguna 

teknologi informatika; 

o. memberikan pelayanan, bimbingan teknis pelaksanaan tata kelola e-

government, aplikasi; 

p. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentua yang berlaku; dan 

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

 

Pasal 16 

(1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik,membawahi : 

a. Seksi Pengembangan Sistem Elektronik; 

b. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi. 
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(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

Pasal 17 

(1) Seksi Pengembangan Sistem Elektronik,mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. melakukan penyiapan bahan perumusann dan evaluasi kebijakan, 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan business 

process re-engeneering, bimbingan teknis, sosialisasi, implementasi, 

evaluasi dan pelaporan di pengembangan sistem elektronik; 

g. menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan 

sistem elektronik; 

h. merumuskan desain sistem otomatisasi dan bisnis proses 

reengeneering; 

i. melakukan analisis sistem tata kelola teknologi informatika; 

j. membangun, mengembangkan dan memelihara layanan sistem 

informasi/aplikasi terintegrasi  di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

k. memberikan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

l. melakuka monitoring, inventarisasi serta evaluasi pelaksanaan 

pengadaan piranti lunak pada setiap SKPD; 

m. melaksanakan pembinaan pelaksanaan aplikasi e-Government pada 

setiap SKPD dan Pemda; 

n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(2) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart Province; 

g. melaksanakan kerjasama program e-Government antar lembaga 

pemerintah; 

h. melaksanakan rekayasa aplikasi untuk sistem pelaporan eksekutif 

dan sistem bantuan pengambilan keputusan; 

i. melakukan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan audit e-

Government; 

j. melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi secara 

efektif terhadap SKPD dalam rangka pelayanan publik; 

k. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang teknologi 

Informasi dan Komunikasi pengelola sistem pemerintahan berbasis 

elektronik; 
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l. memberikan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi 

teknis bidang TIK; 

m. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kelola teknologi informatika 

yang mendukung sistem dan prosedur teknologi informatika yang 

berhasil guna dan berdaya guna; 

n. pengelolaan layanan informasi online terpadu untuk layanan internal 

pemerintah daerah dan masyarakat; 

o. melaksanakan  layanan nama domain dan sub domain bagi SKPD 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

p. melaksanakan pengelolaan portal web dan email Pemerintah Provinsi 

Bali; 

q. melaksanakan pengelolaan  Web Hosting dan Colocation Server 

Pemerintah Provinsi Bali; 

r. monitoring dan evaluasi sistem informasi/aplikasi di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali, untuk pelayanan  informasi kepada internal 

maupun publik; 

s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentun yang berlaku; dan 

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 
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f. melaksanakan urusan tata usaha sandi, pengiriman, penerimaan dan 

penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi; 

g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengamanan informasi; 

h. melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat sandi dan 

telekomunikasi; 

i. mengatur, membina dan memelihara alat-alat sandi, komunikasi serta 

jaringan komunikasi; 

j. melakukan usaha pengamanan terhadap informasi atau berita sandi 

dan telekomunikasi; 

k. mengecek dan memelihara inventaris sandi dan telekomunikasi; 

l. menyusun jaringan hubungan Daerah Provinsi dengan Pusat dan 

Kabupaten/ Kota; 

m. membuat dan menetapkan pelaksanaan, Administrasi Kantor Berita 

Tingkat Pusat maupun Daerah Kabupaten/Kota; 

n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

Bagian Ketujuh 

Bidang Statistik 

 

Pasal 18 

(1) Bidang Statistik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; 

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan 

bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

e. menilai prestasi kerja bawahan; 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  38 
 

f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan 

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris; 

g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan 

tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. merumuskan kebijakan teknis Statistik; 

i. melaksanakan kebijakan Statistik; 

j. mengkoordinasikan kebijakan Statistik; 

k. mengumpulkan, mengolah, dan analisis data hasil pelaksanaan  

pembangunan; 

l. menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan 

pembangunann daerah mencakup data dan informasi gambaran 

umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan 

demografis daerah, dan data terkait dengan indicator kinerja kunci 

penyelenggaraan pemerintah daerah; 

m. menyusun dan merencanakan target capaian indikator kinerja dari 

setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun dan mengevaluasi capaian indikator kinerja dari setiap 

aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

o. melakukan penghimpunan dan penyusunan bahan yang dapat 

dipakai untuk penerangan kegiatan Statistik; 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Statistik; 

q. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 
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Pasal 19 

(1) Bidang Statistik, membawahi : 

c. Seksi Pengumpulan Data Statistik, Sosial Budaya dan Ekonomi; 

b. Seksi Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum dan HAM; 

c. Seksi Analisis, Pengolahan Data dan Statistik. 

 

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

Pasal 20 

(1) Seksi Pengumpulan Data Statistik, Sosial Budaya dan Ekonomi, 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengumpulan Data Statistik 

Sosial Budaya, Ekonomi; 

g. melaksanakan pengumpulan Dokumen dan Data Statistik Sosial 

Budaya, Ekonomi; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan survey Pembangunnan Provinsi; 

i. melakukan verifikasi dan klarifikasi data dan informasi dengan instansi 

terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 

j. menghimpun dan menyusun Laporan Data Statistik Sosial Budaya, 

Ekonomi; 



Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  Bali 2013-2018  40 
 

k. mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait Sosialisasi, 

Workshop dan pembinaan petugas lapangan Statistik Sosial Budaya, 

Ekonomi; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengumpulan data 

statistik sosial budaya, ekonomi; 

m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.  

 

(2) Seksi Pengumpulan Data Statistik Politik, Huum, dan HAM, mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebjakan Pengumpulan Data Statistik 

Politik Hukum dan HAM; 

g. melaksanakan pengumpulan Dokumen dan Data Statistk Politik 

Hukum dan HAM; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan survey Pembangunan Provinsi; 

i. melakukan verifikasi dan klarifikasi data dan informasi dengann 

instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 

j. menghimpun dan menyusun Laporan Data Statistik Politik Hukum dan 

HHAM; 
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k. mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait Sosialisasi, 

Workshop dan pembinaan petugas lapangan Statistik Politik Hukum 

dan HAM; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengumpulan data 

statistik politik hukum dan HAM; 

m. melaksanakan sistem pengendalia intern pemerintah; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

(3) Seksi Analisis, Pengolahan Data dan Statistik, mempunyai tugas:  

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menilai prestasi kerja bawahan; 

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan 

kepada Kepala Bidang; 

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk 

disampaikan kepada Kepala Bidang; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Analisis Pengolahan Data 

Statistik; 

g. melaksanakan analisis, penngolahan data statistik; 

h. menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan 

pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum 

kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis 

daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci 

penyelenggaraan pemerintah daerah; 

i. mengolah dan menganalisa data dalam bentuk indeks pembangunan; 

j. menghimpun dan mengolah Laporan Analisis, Pengolahan Data 

Statistik; 
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k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisis, pegolahan 

data statistik; 

l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan  ketentuan yang berlaku; dan 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

*   Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung) 

 

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVINSI BALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

BIDANG 
PENGELOLAAN 

INFORMASI 

 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

BIDANG 
INFRASTRUKTUR DAN 

DATA ELEKTRONIK 

BIDANG TATA KELOLA 
PEMERNTAHAN 

ELEKTRONIK 

BIDANG  
STATISTIK 

SEKSI PENGELOLAAN 
INFORMASI PUBLIK 

SEKSI PENGELOLAAN OPINI 

PUBLIK 

SEKSI LAYANAN 
INFRASTRUKTUR 

TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 

SEKSI PENGEMBANGAN 
SISTEM ELEKTRONIK 

SEKSI PENGUMPULAN 
DATA STATISTIK SOSIAL 
BUDAYA DAN EKONOMI 

SEKSI LAYANAN 
INFORMASI PUBLIK 

SEKSI SUMBER DAYA 
KOMUNIKASI PUBLIK 

SEKSI LAYANAN 
MANAJEMEN DATA 

SEKSI PEMBERDAYAAN 
TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

SEKSI PENGUMPULAN 
DATA STATISTIK 

POLITIK, HUKUM DAN 
HAM 

SEKSI  
MEDIA PUBLIK 

SEKSI KEMITRAAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

SEKSI LAYANAN 
KEAMANAN DATA 

SEKSI PERSANDIAN DAN 
KEAMANAN INFORMASI 

SEKSI ANALISIS, 
PEGOLAHAN DATA 

STATISTIK 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

U P T 
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1.2 Sumber Daya Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali 

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali sebanyak 100 orang dengan rincian sebagai berikut :  

a. Komposisi Status Kepegawaian :  

 

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase 

1 PNS 54 orang (54%) 

2 CPNS 0 orang (0%) 

3 Honorer 46 orang (46%) 

 Jumlah  100 orang  (100%) 

 
 

b. Komposisi Jabatan PNS 

 

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase 

1 Jabatan Struktural 25 orang (46,30%) 

2 Jabatan Fungsional Tertentu  orang (%) 

 Pranata Humas Tk. Ahli :    

 Pranata Humas Pertama 0 orang (%) 

 Pranata Humas Muda 1 orang (1,85%) 

 Pranata Humas Madya 1 orang (1,85%) 

 Pranata Humas Tk. Terampil :   

 Pranata Humas Penyelia  orang  

 Pranata Humas Pelaksana 
Lanjutan 

 orang  

 Pranata Humas Pelaksana 0 orang  

 Pranata Humas Pelaksana Pemula 0 orang  

 Arsparis Tk.Ahli 

Arsiparis Madya 

1 orang (1,85%) 

3 Jabatan Fungsional Umum 29 orang (53,70%) 

 Jumlah  54 orang (100%) 
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c. Komposisi Eselon PNS : 

 

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase 

1 Eselon II.a 1 orang (%) 

2 Eselon III.a 6 orang (%) 

3 Eselon IV.a 18 orang   (%) 

4 Staf 29 orang (%) 

 Jumlah  54 orang (100%) 

 

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang 

Tahun 2017 

 

NO URAIAN 

GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV 
GRAND 
TOTAL 

a b c d 

J
M

L
 

a b c d 

J
M

L
 

a b c d 

J
M

L
 

a b c d 

J
M

L
 

1 Kepala Dinas     
               

V 
   

2 Sekretariat     
              

V 
    

3 
Bidang 
Pengelolaan 
Informasi  

    
              

V 
    

4 

Bidangan 
Pengembangan 
Komunikasi 
Publik 

    
              

V 
   

 
 

5 

Bidangan 
Infrastruktur 
dan Data 
Elektronik 

    
             

V 
     

6 

Bidang Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Elektronik 

    
             

V 
     

7 Bidang Statistik     
             

V 
     

  Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 7 
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e. Komposisi Pendidikan PNS : 

 

No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase 

1 SD 0 orang (%) 

2 SLTP 3 orang (5,56%) 

3 SLTA 14 orang (25,93%) 

4 D III/SARMUD 1 orang (1,85%) 

5 S 1        19 orang (35,19%) 

6 S2 17 orang (31,48%) 

 Jumlah  54orang (100%) 

 

 

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) : 

No. Pendidikan Pegawai 
Tidak Tetap 

Jumlah Prosentase 

1 SLTA 19 orang (41,30%) 

2 D III        0 orang (%) 

3 S 1        27 orang (58,70%) 

 Jumlah  46orang (100%) 

 

 
g. Komposisi Umur PNS : 

No. Umur PNS Jumlah Prosentase 

1 < 25 th -  

2 25 – 30 th 2 orang (3,70 %) 

3 31 – 40 th 4 orang (7,41%) 

4 41 – 50 th 19 orang  (35,19%) 

5 51 – 55 th 16 orang (29,63%) 

6 > 56 th 13 orang (24,07%) 

 Jumlah  54orang (100%) 
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h. Data pegawai menurut Gender : 

 

No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 34  orang  (62,96%) 

2 Perempuan 20  orang (37,04%) 

 Jumlah  54 orang (100%) 

 
 
i. Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali yang 

diperbantukan : 

No. Pegawai menurut gender Jumlah 

1 Komisi Informasi (KI) Prov. Bali 5 orang 

2 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Bali 

7 orang 

 Jumlah  12 orang 

 

1.2.1 Sarana dan Prasarana  

 

TABEL 2.2.1 

JUMLAH ASET DINAS KOMINFO DAN STATISTIK PROV. BALI 

No Pembidangan Barang Jumlah Satuan Keterangan 

1.  Golongan Tanah 
meliputi : 

   

 a. Tanah  Bidang  Sertifikat Biro Keuangan 

2. Golongan Peralatan dan 
Mesin  meliputi :   

   

 a. Alat-alat besar  Buah/set Genset dan pompa air 

 b. Alat-alat angkutan   Buah Roda Empat dan Roda 
Dua 

 c. Alat-alat bengkel dan 
alat ukur 

 Buah Alat-2 ex BPDE  

 d. Alat kantor dan rumah 
tangga 

 Buah Barang-barang 
inventaris 
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 e. Alat studio dan 
komunikasi 

 Buah Kamera, DVD, Mixer dll 

3. Golongan Gedung dan 
Bangunan meliputi :  

   

 a. Bangunan gedung  Buah Gedung perkantoran 

4. Golongan Jalan, Irigasi 
dan Jaringan meliputi : 

   

 a. Instalasi   Buah Jaringan internet  

 b. Jaringan  Buah Jaringan internet  

5. Golongan Aset Tetap 
Lainnya meliputi : 

   

 a. Buku dan 
perpustakaan 

 Buah/set Judul buku yang ada 
diperpustakaan 

 b. Barang dan corak 
kebudayaan  

 Buah/set Band dan Gamelan, 
buku khusus 
kebudayaan  

 Jumlah     

 

1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik ProvinsiBali 

ü Kinerja Pelayanan Dinas Kominfodan Statistik Provinsi Bali meliputi : 

a. TELECENTER merupakan pusat informasi bagi masyarakat 

berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang 

dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk 

memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses 

informasi secara cepat dan murah. Telecenter merupakan 

tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Selain itu 

telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat 

dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan 

survei pasar, pemasaran dan transaksi.  Dengan telecenter, 

masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi 

mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan 

mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan 
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dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan 

sambungan internet. Selain itu telecenter dapat mendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan 

teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan 

transaksi; 

 
b. PENERAPAN TATA KELOLA TIK dalam hal ini Pemeringkatan 

e-Gov merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk 

melihat peta kondisi pemanfaatan  Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara 

nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan 

TIK dilingkungan pemerintah 

2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di 

lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, 

seimbang, dan obyektif. 

3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan 

pemerintah Provinsi Bali pada khususnya dan secara 

nasional pada umumnya. 

 

c. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)dimaksudkan 

untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang 

dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat 

komunikasi dan system informasi.  

 
d. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING merupakan 

pelayanan teknis kepada SKPD Provinsi Bali dan 

Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya 

untuk memperoleh fasilitas akses internet  dalam mendukung 

layanan informasi publik; 

 

e. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan 

fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk 
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mengintegrasikan,sistem informasi,pertukaran data dan 

informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government 

dan layanan publik; 

 
f. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 

(KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga 

komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan 

tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan 

informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah 

sekitarnya. 

 

g. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI BALImerupakan kegiatan 

forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan 

kebijakan pemerintah antar-Humas SKPD Provinsi dan 

BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholderpembangunan di 

wilayah Provinsi Bali. 

 

h. MEDIA ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis 

TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui 

situs. 

 

i. MAJALAH POTENSI merupakan salah satu media 

penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah 

Provinsi Bali dalam bentuk penerbitan. Khalayak sasarannya 

Kabupaten/Kota, Kecamatan se Bali serta Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) se Bali dan Telecenter se Bali. 

 

j. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP) merupakan 

lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan 

peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar 

layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi 

publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi 

adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para 
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pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan 

ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa 

informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi 

Informasi. 

 
k. FASILITASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DAERAH 

BALI merupakan lembaga independen yang berfungsi 

menjalankan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, 

menetapkan pedoman prilaku penyiaran dan standar program 

siaran (P3SPS). Melayani lembaga penyiaran dalam 

melaksanakan tahapan proses perijinan lembaga penyiaran 

jasa penyiaran radio dan televisi sampai dengan diterbitkannya 

Rekomendasi oleh Ketua KPID Bali sebagai bahan untuk 

memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).  Melakukan 

pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang bersiaran di 

Provinsi Bali mengenai konten siaran serta aspek legalitas 

lembaga penyiaran. 

 
1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan TIK 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ProvinsiBali 

 
Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Bali 

dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data 

center dan TIK di Bali, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa 

hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam 

menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan 

Kominfo sebagai pusat data center di Bali tentu saja perlu dorongan good 

will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat 

mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM 

yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.  

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam 

pengembangan pelayanan TIK yaitu :  
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1.4.1 Tantangan : 

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan 

informasi publik 

2. Kesenjangan informasi di masyarakat 

3. Pesatnya perkembangan TIK 

4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata  

5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap 

TIK 

6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam 

 

1.4.2 Peluang :  

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 

2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk 

didayagunakan 

3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 

4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 

5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 

6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang 

Kominfo dan Statistik. 
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

2.1  Visi 

  Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, 

tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal 

yang hidup dalam masyarakat Bali, visi yang hendak dicapai dalam periode 

5(lima) tahun ke depan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yaitu 

”Terwujudnya informasi dan komunikasi publik berbasis Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) “ 

   

2.2 Misi 

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang 

ditetapkan, oleh karenanya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

menetapkan misinya sebagai berikut  : 

1. Meningkatnya pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat 

dengan layanan yang profesional 

2. Terwujudnya keterbukaan informasi Publik,  komunikasi partisipatif dan 

siaran yang bermartabat 

3. Meningkatnya layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

teknologi informasi 

4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Secara Elektronik 

yang berbasis Teknologi E-Government 

5. Terwujudnya akurasi data statistik sector 

 

2.3 Tujuan dan Sasaran 

  Berdasarkan berbagai faktor kunci keberhasilan yang telah disusun, 

maka untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang tiap-tiap misi 

perlu ditetapkan tujuannya dan penjabaran dari masing-masing misi tersebut 

ke dalam program dan kegiatan dan selanjutnya ditetapkan sasaran yang 

ingin dicapai. 
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Misi Pertama :Meningkatnya pelayanan informasi yang optimal kepada 

masyarakat dengan layanan yang profesional. 

Tujuan   : Meningkatkan pemahaman, kesadaran masyarakat 

tentang IT melalui kerjasama dan pelayanan informasi 

secara profesional. 

Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan kesadaan masyarakat 

tentang pemanfaatan media secara sehat. 

Indikator : Persentase meningkatnya pemahaman dan kesadaran  

masyarakat tentang pemanfaatan media secara sehat. 

 

Misi Kedua   :  Terwujudnya keterbukaan informasi Publik,  komunikasi 

partisipatif dan siaran yang bermartabat. 

Tujuan   : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat 

terhadap informasi publik dan penyiaran. 

Sasaran    : Terlaksananya pelayanan komunikasi informasi publik dan 

penanganan aduan masyarakat. 

Indikator : Persentase meningkatnya pelayanan komunikasi publik 

dan penanganan aduan masyarakat. 

 

Misi Ketiga :Meningkatnya layanan penyelenggaraan pemerintahan 

berbasis teknologi informasi. 

Tujuan   : Meningkatkan keamanan transaksi data dan informasi 

serta mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan 

Pemprov Bali. 

Sasaran    : Terciptanya keamanan transaksi data dan informasi dan 

pemberdayaan TIK. 

Indikator : Persentase tingkat keamanan transaksi data dan 

informasi dan pemberdayaan TIK 

 

Misi Keempat  :Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Secara 

Elektronik yang berbasis Teknologi E-Government. 
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Tujuan   : Meningkatkan pelayanan, pemeliharaan dan 

pengembangan sistem aplikasi IT. 

Sasaran    : Terlaksananya pelayanan, pemeliharaan dan 

pengembangan sistem aplikasi IT. 

Indikator : Persentase meningkatnya pelayanan pemeliharaan dan 

pengembangan sistem aplikasi IT. 

 

Misi Kelima  :Terwujudnya akurasi data statistik sektor 

Tujuan   : Menyajikan data statistik 54ector yang akurat. 

Sasaran    : Terlaksananya penyajian data statistik 54ector yang  

akurat melalui pengumpulan dan análisis data. 

Indikator : Tersedianya data statistik 54ector yang akurat 

 

2.4 Strategi dan Kebijakan 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Dengan demikian 

maka diharapkan akan terwujud kinerja lembaga yang optimal dengan 

melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategis dan kebijakan 

disusun berdasarkan faktor internal dan eksternal lembaga, sehingga upaya-

upaya yang dilakukan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang 

mungkin muncul. 

 

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan. 

2. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dibidang kehumasan. 

3. Peningkatan kualitas sarana prasaran berbasis IT. 

4. Mengembangkan jejaring komunikasi dengan media massa, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah dan instansi vertikal. 

5. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi. 

 

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik adalah sebagai berikut: 
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a. Meningkatkan kualitas aparatur. 

b. Meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. 

c. Membuat perencanaan pembangunan yang aspiratif. 

d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor. 

e. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta 

kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkokoh watak dan 

jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan. 

f. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis 

teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan akurasi data sebagai 

sumber informasi dalam pembuatan kajian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


